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	Capaian Pembelajaran (CP)
	-Pogram studi  yang dibebankan pada Mata kuliah

	
	CPL2
	:
	Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (PL 1, PL 2, PL 3, PL 4)

	
	CPL6
	:
	Menguasai konsep dasar manajemen publik, teori organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sektor publik, keuangan publik, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan (PL 3, PL 4)

	
	CPL7
	:
	Mampu memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah (PL 1, PL 2, PL 3, PL 4)

	
	CPL8
	:
	Menguasai konsep pelayanan publik, governansi dan pembangunan, pemerintahan daerah, serta governansi digital (PL 3, PL 4)

	
	CPL10
	:
	Menguasai konsep dasar teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan (PL 2, PL 3)

	
	CPL12
	:
	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PL 1, PL 2, PL 3, PL 4)

	
	CPL13
	:
	Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan (PL 1, PL 2, PL 3, PL 4)

	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

	
	CPMK 1
	:
	Mampu menjelaskan pengertian dan teori birokrasi (P1,P2,P3,KK2)

	
	CPMK 2
	:
	Mampu mengidentifikasi etika birokrasi, patologi birokrasi, netralitas birokrasi, kinerja dan akuntabilitas birokrasi (S8, P3, KU2)

	
	CPMK 3
	:
	Mampu menganalisis etika birokrasi, patologi birokrasi, netralitas birokrasi, reformasi birokrasi, kinerja dan akuntabilitas birokrasi, (P3, KU2, KK2)

	
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

	
	Sub CPMK1
	:
	Memahami perkembangan peran ICT dalam sektor publik

	
	Sub CPMK2
	:
	Mengetahui perkembangan E-goverment ke e-governance

	
	Sub CPMK3
	:
	Mengetahui prinsip-prinsip dasar digital goverment

	
	Sub CPMK4
	:
	Mengetahui pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik

	
	Sub CPMK5
	:
	Mengetahui dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat

	
	Sub CPMK6
	:
	Mengetahui, memahami dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien

	
	Sub CPMK7
	:
	Memahami Digital Governance & korupsi

	
	Sub CPMK8
	:
	Mengetahui Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik

	
	Sub CPMK9
	:
	Mengetahui Kolaborasi dalam Digital Governnace

	
	Sub CPMK10
	:
	Mampu memahami metode pengendalian birokrasi dalam konteks digital governance.

	
	Sub CPMK11
	:
	Mampu menganalisis hubungan birokrasi dan otonomi daerah dalam kerangka tata kelola digital.

	
	Sub CPMK12
	:
	Mampu mengidentifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja birokrasi.

	
	Sub CPMK13
	:
	Mampu menjelaskan hubungan antara sektor privat dan publik dalam implementasi digital governance.

	
	Sub CPMK14
	:
	Mampu melakukan studi perbandingan birokrasi dalam perspektif implementasi ICT dan digital governance antar negara/daerah.

	Korelasi  terhadap Sub-CPMK

	 
 
 
	CPL2
	CPL6
	CPL7
	CPL8
	CPL10
	CPL12
	CPL13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bobot Penilaian
	Jumllah Pertemuan
	 

	Sub CPMK1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	1
	

	Sub CPMK2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	

	Sub CPMK3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	

	Sub CPMK4
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	

	Sub CPMK5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	

	Sub CPMK6
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	

	Sub CPMK7
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	

	Sub CPMK8
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	1
	

	Sub CPMK9
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	

	Sub CPMK10
	1
	1
	 
	1
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	

	Sub CPMK11
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	1
	

	Sub CPMK12
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	1
	

	Sub CPMK13
	2
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	1
	

	Sub CPMK14
	1
	1
	2
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	

	Jumlah
	17
	14
	14
	13
	14
	12
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	14
	

	Deskripsi Singkat MK
	Dengan kuliah Mata kuliah governanci digital mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis teori serta mengaplikasikan konsep governance digital pada sektor publik. Mata kuliah ini mengajarkan secara mendalam meliputi konsep dasar digital governance, peran digital governnace dalam pelayanan publik, aplikasi digital demokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan aplikasi digital governance.

	Bahan Kajian/Materi kuliah


	Bahan Kajian
	BK1
	Teori-Teori Administrasi

	
	BK8
	Manajemen SDM Sektor Publik

	
	BK11
	Pengambilan Keputusan

	
	BK13
	Governansi Digital

	
	BK14
	Birokrasi dan Governansi Publik

	Materi Pembelajaran
	MP1
	Perkembangan peran ITC dalam sektor publik

	
	MP2
	Perkembangan e-government ke  e-governance

	
	MP3
	Prinsip-prinsip dasar digital government

	
	MP4
	Pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik

	
	MP5
	Studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

	
	MP6
	Peningkatan kinerja organisasi sektor publik sebagai dampak dari digital governance

	
	MP7
	ICT dan korupsi e-procurement

	
	MP8
	Pemanfaatan ict dalam studi smart city Social media for government Linking the riral with urban

	
	MP9
	Kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government

	
	MP10
	Metode pengendalian Birokrasi

	
	MP11
	Birokrasi dan otonomi daerah

	
	MP12
	Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi

	
	MP13
	Hubungan privat dan public

	
	MP14
	Studi perbandingan birokrasi

	Pustaka

	Utama
	RU1
	Ari-Veikko, Anttiroiko & Matti, Malkia. 2007.Encyclopedia of digital governance. Idea Group Referensi. Published in the United States of America.

	
	RU2
	Ramesh Sharda & Stefan. 2008. Digital  Government, E-Government Research, Case Studies, and Implementation. Springer Science+Business Media.

	
	RU3
	Andreas Meier & Luis Teran. 2019. eDemocracy & eGovernment Stages of a Democratic Knowledge Society. Edisi ke 2. Springer Nature Switzerland.   https://doi.org/10.1007/978-3-030-17585-6.

	
	RU4
	William J. McIver, Jr.  & Ahmed K. Elmagarmid. 2002.  ADVANCES IN DIGITAL GOVERNMENT Technology, Human Factors, and Policy. Kluwer Academic Publishers Boston. 

	
	RU5
	Bruce Rocheleau. 2007. Case Studies on Digital Government. Idea Group Publishing. United States of America.

	
	RU6
	R.M. Agung Harimurti. Dinamika Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintahan Dan Model Connected Governmentsebagai Solusi. 

	
	RU7
	Davison, R.M., Wagner, C., & Ma, L. (2005). "From government to e-government: a transition model", Information Technology & People, Volume 18 (3), halaman 280-299.

	
	RU8
	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2007)."Kepemimpinan Menuju Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Masyarakat Informasi Indonesia, Jakarta.

	
	RU9
	Indrajit, RE, (2002). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Andi Yogyakarta.

	
	RU10
	Nur Faidati1 & Muhammad Khozin. 2018. Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City):Studi Kasus Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3-Nomor 2, Oktober 2018, Hlm 171-180)

	
	RU11
	Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik 

	
	RU12
	Undang-undang No. 14 Tahun 2008.tentang Keterbukaan lnformasi Publik 

	
	RU13
	Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

	
	RU14
	Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

	
	RU15
	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

	Pendukung
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	Dosen Pengampu
	Dr. La Didi, S.I.P., MAP.

	Matakuliah syarat
	PS1
	Pengantar Ilmu administrasi Publik

	
	PS2
	Teori-Teori Administrasi

	
	PS3
	Teori Organisasi dan Manajemen




	Pekan ke-
	Kemampuan Akhir tiap tahapan belajar
	Penilaian
	Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan ; [Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)
	Indikator
	Teknik dan Kriteria
	Luring
	Daring
	[ Pustaka ]
	

	 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	 SubCPMK 1: Memahami perkembangan peran ICT dalam sektor publik
	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran ITC dalam sektor publik dgn contoh yang dapat mereka amati disekitar atau data sekunder
 
 
	Teknik: Kehadiran, sikap dan disiplin
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Perkembangan peran ITC dalam sektor publik
	6

	
	
	
	
	Ceramah interaktif
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: lihat dalam rubrik penilaian observasi dan rubrik holistik
	Tugas 1: Makalah tentang perkembangan  peran ICT dalam sektor publik
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	2
	 SubCPMK 2: Mengetahui perkembangan E-goverment ke e-governance
	Mampu menjelaskan kembali perkembangan e-governmet ke e-governance
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Perkembangan e-government ke  e-governance
	7

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 2: Makalah tentang peralihan e-government ke e-governance
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	3
	 SubCPMK 3: Mengetahui prinsip-prinsip dasar digital goverment
	Ketepatan dalam menguraikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas.
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Prinsip-prinsip dasar digital government
	8

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	Mampu menjelaskan kembali: 1) Mengapa governnace adalah project bersifat teknologi; 2) Hambatan pelaksanaan e-governance; 3) Maksud dari governmentality; 4) Penyelenggaraan e-public
	
	
	
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 3: Makalah tentang prinsip dasar digital government
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	4
	 SubCPMK 4: Mengetahui pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik
	Ketepatan dalam menganalisis konsep dan indikator pengukuran digitalisasi pada sektor publik
 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik
	8

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 4: Makalah tentang pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor digital
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	5
	 SubCPMK 5: Mengetahui dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat
	Mampu menjelaskan mengenai dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus yag telah ditetapkan dalam aspek peningkatan partisipasi masyarakat 
 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.
	7

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 5: Makalah tentang dampak digital governance pada masyarakat
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	6
	 SubCPMK 6: Mengetahui, memahami dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien
	Mampu menjelaskan dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien
 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	Materi: Peningkatan kinerja organisasi sektor publik sebagai dampak dari digital governance
	8

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 6: Makalah tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	7
	 SubCPMK 7: Memahami Digital Governance & korupsi
	Mampu menjelaskan keterkaitan digital governance dalam transparansi agar terhindar dari perilaku korupsi
 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: ICT dan korupsi e-procurement
	8

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 7: Makalah hubungan digital governance dan korupsi
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	8
	UJIAN TENGAH SEMESTER: IK1 hingga IK14
	7

	9
	 SubCPMK 8: Mengetahui Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik
	Mampu menjelaskan bagaimana digital bgevernance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Pemanfaatan ict dalam studi smart city Social media for government Linking the riral with urban
	6

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 8: Makalah tentang inovasi pelayanan publik
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	10
	 SubCPMK 9: Mengetahui Kolaborasi dalam Digital Governnace
	Mampu menganalisis bentuk kerja sama pusat dan daerah 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government
	8

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 9: Makalah tentang kolaborasi pada digital governance
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	11
	SubCPMK 10: Mampu memahami metode pengendalian birokrasi dalam konteks digital governance.
	Ketepatan dalam menguraikan metode pengendalian birokrasi di era digital; Analisis mekanisme audit, monitoring, dan reward-punishment
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Metode pengendalian Birokrasi
	7

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 10: Makalah tentang metode pengendalisan birokrasi dalam digital governance
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	12
	SubCPMK 11: Mampu menganalisis hubungan birokrasi dan otonomi daerah dalam kerangka tata kelola digital.
	Ketepatan dalam hubungan birokrasi dan otonomi daerah dalam tata kelola digital; Analisis hubungan birokrasi daerah dengan digital governance
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Birokrasi dan otonomi daerah
	9

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 11: Makalah hubungan birokrasi dan otonomi daerah dalam tata kelola digital
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	13
	 SubCPMK 12: Mampu mengidentifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja birokrasi.
	Ketepatan dalam mengidentifikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja birokrasi
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi
	6

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 12: Makalah tentang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja birokrasi
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	14
	 SubCPMK 13: Mampu menjelaskan hubungan antara sektor privat dan publik dalam implementasi digital governance.
	Ketepatan dalam menjelaskan hubungan antara sektor privat dan publik dalam mengimplementasikan digital governance 
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Hubungan privat dan public
	4


	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 13: Makalah tentang hubungan sektor privat dan publik dalam implementasi digital governance
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	15
	 SubCPMK 14: Mampu melakukan studi perbandingan birokrasi dalam perspektif implementasi ICT dan digital governance antar negara/daerah.
	Ketetapan dalam menjelaskan studi perbandingan birokrasi dalam perspektif implementasi ICT dan digital governance antar negara/daerah
	Teknik: Kreatifitas ide/gagasan, Ketajaman analisis, Kerapian sajian
	Luring
	SPADA Unidayan
	 Materi: Studi perbandingan birokrasi
	7

	
	
	
	
	Ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab 
	Pustaka:
 
 
 
	

	
	
	
	Kriteria: Rubrik holistik
	Tugas 14: Makalah tentang studi perbandingan birokrasi dalam persektif implementasi ICT dan digital governanc antar negara/daerah
	
	

	
	
	
	
	Waktu: PB: 3x50", PT: 3x60", KM: 3x60"
	
	

	16
	UJIAN AKHIR SEMESTER: IK15 hingga IK28
	20

	BOBOT TOTAL
	100,0



image1.png




